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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 

tidaklah begitu mudah, banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit 

diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta 

biasanya dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan 

terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut White Collar Crime atau

kejahatan kerah putih.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa yang dapat 

merugikan masyarakat, keuangan dan perekonomian negara, selain itu hasil dari 

tindak pidana korupsi selain untuk memenuhi kebutuhan, disimpan di lembaga 

penyedia jasa keuangan atau bank, yang disebut pencucian uang. Pencucian Uang 

merupakan usaha melegalkan uang dari hasil kejahatan, melalui tahap-tahap 

sebagaimana di sebutkan dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang, sehingga penyedia jasa keuangan atau Bank dapat mengungkapkan 

asal usul dari mana uang tersebut melalui penerimaan penyetoran uang sebagai 

simpanan oleh nasabah atau calon nasabah.

1
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Tindak pidana korupsi terbagi dalam tindak pidana formil dan tindak pidana 

materil, dimana tindak pidana formil merupakan “unsur melawan hukum”, berarti 

secara langsung atau tidak langsung melakukan suatu kejahatan atau perbuatan- 

perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan 

tindak pidana materil mengatur perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan 

undang-undang dan dapat menimbulkan akibat yaitu merugikan keuangan dan 

perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang nyata-nyata telah dirumuskan 

dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini 

secara normatif sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 1960 Jo UU No. 3 

Tahun 1971 dan kemudian diperbaharui menjadi UU No. 31 Tahun 1999 dan terakhir 

diubah lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2002. Namun demikian, sampai saat ini 

masyarakat belum mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tindak pidana 

korupsi yang ada dalam undang-undang bagi masyarakat perbuatan seseorang yang 

telah merugikan negara dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal yang 

demikian tergantung kepada Hakim di persidangan apakah akan dijatuhi hukuman 

seseorang yang melakukan perbuatan yang menyangkut keuangan negara 

umum dianggap sudah melakukan tindak pidana korupsi.

i

secara

Loebby Loqraan, Seminar Nasional, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) 
Palembang 2002, Hal 12
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Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independent dengan tugas dan 

wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi

tentang

yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain 

yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum atau penyelenggara negara.

2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Usaha dibidang lain, semua kejahatan yang menghasilkan uang termasuk 

tindak pidana korupsi dapat ditempatkan di lembaga PJK (Penyedia Jasa Keuangan), 

terutama Bank yang lebih mudah bagi masyarakat oleh karena bank berfungsi sebagai 

lembaga penyimpan dana. Serta bank berada dimana-mana sampai ke kecamatan. 

Uang hasil kejahatan yang dimasukkan ke bank itu merupakan usaha pencucian uang 

sehingga uang yang telah masuk ke dunia perbankkan seolah-oleh legal. Berdasarkan 

indikasi bahwa hasil kejahatan terutama tindak pidana korupsi yang lolos masuk ke 

bank dan dapat dipergunakan untuk membiayai kejahatan lainnya diusahakan untuk 

memutus mata rantai kejahatan, dalam hal ini tindak pidana korupsi dikeluarkanlah
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maksudnya adalah untuk memberantas 

tindak pidana korupsi tersebut

Hingga saat ini, banyak aparat penegak hukum yang tidak bermuara pada 

keadilan dan tidak melindungi rakyat, berarti hukum dibuat tidak berdaya untuk 

menyentuh pejabat tinggi yang korup. Dalam domein logos, pejabat tinggi yang 

korup mendapat dan menikmati privilege karena diperlakukan istimewa, dan pada 

domein teknologos, hukum acara pidana korupsi tidak diterapkan adanya pretrial 

sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan karena alasan 

tidak cukup bukti.2

Dengan demikian pejabat yang korup diperlakukan istimewa dan dengan 

mudah dapat menikmati uang haram tersebut dan proses sebelum kepengadilan 

pejabat yang korup dapat dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti, ini karena 

faktor perangkat hukumnya lemah, menyalahkan atau mengubah undang-undang 

memang lebih mudah daripada menyaret koruptor ke muka pengadilan.

Pengertian Korupsi

Secara harafiah korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan 

(uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang 

lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 2 dan Pasal 3 

menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

2 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Semarang 2005, hal 3

1.
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Pasal 2

“Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang 
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Pasal 3

“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara”.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menggantikan Undang-

Undang No. 3 Tahun 1971, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi dalam 

rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pengertian Pencucian Uang Secara Umum

Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana 

lintas negara yang terorganisir (transnational organized crime) seperti pencucian 

uang (money laundering) adalah dengan disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1, UU No. 25 Tahun 2003 tentang 

perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar 

negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau 

patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan,

atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta 

kekayaan yang sah.

2.
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Dengan undang-undang ini, pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindakan 

pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.3

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan 

aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku tersebut 

dari kejahatan yang menghasilkan proceed of crime, memisahkan proceeds of 

crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya 

kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan re-investasi hasil kejahatan untuk aksi 

kejahatan selanjutnya kedalam bisnis yang sah.

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau harta kekayaan 

yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari 

sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu-kewaktu 

semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang 

cukup rumit.

a). Kovensi PBB Tentang Bahaya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sejak tiga tahun lalu Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai sebagai 

negara yang tidak kooperatif dalam menanggulangi pencucian uang dan terancam 

sanksi internasional oleh Financial Action Tas k Force (FATF), karena tidak 

mempunyai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, 
menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap 
dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan 
narkotika dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang 
yang berasal dan hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang 
yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang iilegal
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Setelah mempunyai UUTPPU April 2002, ternyata masih dianggap tidak 

kooperatif dan masih terancam sanksi itu karena UUTPPU dipandang lemah dan 

tidak mengikuti standar internasional.

FATF adalah lembaga internasional yang amat disegani. Anggotanya terdiri 

dari berbagai negara termasuk negara-negara donor, yang tugasnya menangani 

masalah pencucian uang. Inilah yang membuat banyak negara tidak bisa 

mengabaikan begitu saja ancaman itu, termasuk Indonesia.

Ancaman itu dapat berupa sanksi internasional terutama di bidang 

perekonomian dan keuangan, misalnya pelarangan bagi dunia internasional untuk 

melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia atau semua transaksi dengan 

Indonesia dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan, hubungan dengan 

perbankan Indonesia akan dipersulit, misalnya Indonesia akan sulit membuka cabang

bank di luar negeri.

Dengan demikian, bila ancaman itu diterapkan akan berpengaruh terhadap 

hubungan keuangan internasional bagi Indonesia. Kalau sanksi ini benar diterapkan, 

keadaan perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis akan kian buruk. 

Sanksi tersebut di atas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. 

Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat 

menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang 

tersebut. Maka dibuat revisi terhadap UU tentang tindak pidana pencucian 

dimaksudkan untuk membuat undang-undang lebih sempurna, menutup kemungkinan

uang,



$

segala celah yang bisa digunakan penjahat. Indonesia setuju untuk mengatur ini, bila 

ketentuan yang ada tidak memenuhi standar internasional.

Semula pandangan beberapa negara terutama Amerika Serikat (leading 

country to combat money laundering) melihat, kriminalisasi terhadap perbuatan 

pencucian uang merupakan strategi jitu untuk memberantas berbagai kejahatan yang 

sulit ditangkap pelakunya, seperti korupsi atau sindikat narkotika. Maka dimunculkan 

strategi untuk menanggulangi kejahatan itu dengan menghadang hasil kejahatannya. 

Bahkan, pertama kali pencucian uang diatur di AS (Amerika Serikat) tahun 1986 

karena saat itu AS kewalahan menanggulangi kejahatan perdagangan gelap narkotika 

(illicit drug traficking) yang amat merugikan keuangan negara.

Kemudian muncul berbagai upaya internasional untuk memberantas kejahatan 

pencucian uang, ditandai berbagai Konvensi PBB. Paling tidak ada tiga hal penting

yakni:

Pertama, Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances (1988), inilah pertama kali internasional mendesak 

agar negara-negara mengatur anti pencucian uang. Dengan disahkan 

UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention 

Coruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, 

money laudering adalah konversi atau transfer harta kekayaan, karena 

mengetahui harta kekayaan tersebut berasal dari perbuatan melanggar hukum 

yang dapat dikenakan pidana, untuk menghindari konsekuensi hukum atas 

perbuatan tersebut atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hak

1.
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kepemilikan atas harta kekayaan, karena tahu harta kekayaan tersebut berasal 

dari perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan pidana atau berasal 

dari membantu perbuatan demikian.

Kedua, United Nation Congress on The Prevention of Crime and Treatment of 

Offenders (1995) dalam konvensi ini disebutkan 17 kejahatan serius yang 

harus diwaspadai dan pencucian uang menempati urutan pertama yang paling

2.

berbahaya.

Ketiga, pada tahun 2000 muncul United Nation Against Transnational 

Organized Crimes, Laundering Proceed of Crimes. Dalam konvensi ini antara 

lain menekankan kembali bahayanya pencucian uang dan menyatakan, upaya

3.

memberantas pencucian uang termasuk untuk mewaspadai dan memberantas 

terorisme.4

Dengan kecenderungan internasional itu, tampaknya sulit bagi Indonesia 

untuk tidak mengikutinya, kecuali bila ingin dikucilkan dari pergaulan internasional 

yang tentu saja akan banyak berdampak negatif.

Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang dapat dipergunakan untuk 

membiayai kepentingan kehidupan, kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, 

asuransi ataupun kegiatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian

b).

4 Yenti Gamasih, Dosen Tetap FH Universitas Trisakii„ dalam Media Indonesia, 27 september 2006
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Uang setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan 

atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa 

ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan 

yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena 

tindak pidana pencucian uang.

Selain pihak-pihak tersebut di atas, setiap orang yang melakukan percobaan, 

pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian 

uang juga dikategorikan telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang tersebut di atas, setiap orang yang 

menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian

uang.

c). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 

Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money 

Laundering)

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang 

termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah 

maka berdasarkan undang-undang tersebut di atas, telah dibentuk Pusat Pelapo 

dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) yang tugas pokoknya adalah 

membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana

ran

i
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pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi 

intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan 

kepada PPATK.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain 

membuat pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) dalam mendeteksi perilaku 

pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan. Yang 

dimaksud dengan PJK (Penyedia Jasa Keuangan) adalah setiap orang yang 

menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga 

pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, pedagang valuta 

asing, dana pensiun dan perusahaan asuransi.5

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran keadaan yang ada, dapat diketahui bahwa di satu sisi

ternyata cukup sulit mengungkapkan kasus-kasus korupsi, pada sisi lain usaha untuk

menghapuskan tindak pidana korupsi selain UU No. 31 Tahun 1999 sudah diatur

ketentuan sebagaimana upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan judul skripsi yang membahas tentang “ Upaya Pemberantasan tindak 

Pidana Korupsi melalui UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang 

(MoneyLaunderingf\ Permasalahan yang perlu dibahas yakni mengenai:

Siaran Pers Bersama, dalam Situs www.Google. Co. Id, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), diakses Tanggal 25 Maret 2007

http://www.Google
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Bagaimana Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mengungkapkan Tindak Pidana 

Korupsi melalui UU No. 25 Tahun 2003?

t

Tujuan PenelitianC.

Mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang- 

Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.

1.

Manfaat PenulisanD.

Manfaat Teoritis Maupun Praktis

Manfaat Teoritis1.
■V

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah

pengetahuan dalam bidang hukum mengenai tindak pidana pencucian uang

(money laundering) dan tindak pidana korupsi.
7»

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembentuk

undang-undang dalam merevisi kebijakan tentang tindak pidana pencucian
U

uang melalui undang-undang tentang pencucian uang.
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Metode PenelitianE.

Metode Pendekatan Pendekatan Yuridis Normatif

Metode pendekatan yuridis normatif dalam arti dilakukan dengan mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan 

permasalahan yang ada.

Bahan dan Sumber Bahan

Bahan hukum dipergunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dilakukan melalui studi

1.

2.

kepustakaan.

Bahan Hukum Primera.

Bahan Hukum Primer, terdiri dari urutan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang berhubungan dengan permasalahan.

Bahan Hukum Sekunderb.

Bahan Hukum Sekunder yakni memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, terdiri dari karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan 

dengan permasalahan.

Bahan Hukum Tersierc.
Y

Bahan Hukum Tersier yakni memberi petunjuk-petunjuk maupun

menjelaskan permasalahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, selain itu juga dalam bahan hukum tersier ini dibantu dengan
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bacaan-bacaan dapat berupa kamus, ensiklopedia, media cetak maupun 

elektronik yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.6

Analisis Bahan HukumF.

Bahan hukum dan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dianalisis 

dengan metode kualitatif secara deskriptif, dalam arti diuraikan dan dihubungkan 

secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang 

menggambarkan jawaban permasalahan.

6 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997,
Hal 185
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